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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1. 

— BUPATI GORONTALO, 

| bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pe mbangunan Nasional, Pasal 104 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 - tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang ' Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang ' Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, “Rencana: Kerja Pemerintah Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, 

Pasal 18 ayat (6| Undang-Undang Dasar Negara Republik " 

Indonesia Tahun 1945, 

.' Undang-Undang Nomor - 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat IT di Sulawesi



Pn 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ' 1959: 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara . Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 104, 

Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421), | | | | | 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang | 

Pemerintahan — Daerah (Lemparan Negara Republik 

“Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembar an 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor -. 

1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017” 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, 

Rancangan Peraturan Daerah. tentang Rencana” 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara : 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Peraturan: Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menerigah 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 -— 2026 : 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021. 

Nomor 3), | | | 



, ua
 1 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI . TENTANG” RENCANA KERJA 

| PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. | 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Ta Pasal 1 | 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutriya — disingkat - RPJMD - adalah dokumen: 

perencanaan Daerah untuk periode. 5: (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

| jabatan Kepala Daerah. | " 5 : 

2. Rencana kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dckumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. | 

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra. Perangkat Daerah adalah 

| dokumen perencanaan berangkat Daerah untuk periode 5 

| (lima) tahun. | 

4. Rencana Kerja. Perangkat Daerah. yang selanjutnya 

disingkat Penja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 1 : | | 

5. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. 

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah : sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi . 

kewenangan daerah otonom.. | Tan 

7. Bupati adalah Bupati Gorontalo. 

BAB H 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

| — Pasal 2 | : 

Rencana .Kerja pemerintah Dacrah Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2025 - merupakan dokumen . perencanaan



@ 

(2) 

(3) 

pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo untuk. periode 

1 (satu). tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada 

tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31: 

Desember 2025. | 

| Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistcmatika penyusunan | 

— sebagai berikut: 

“BABI : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN 

DAERAH 

“ BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS ' PEMBANGUNAN 

DAERAH 

“ BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

— DAERAH: 

BAB VII : PENUTUP 

(2) Dokumen RKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan ini. dan merupakan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

— Pasal 4 

Organisasi berangkat Daerah membuat "laporan kinerja 

triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan 

anggaran yang bcrisi uraian tentang keluaran kegiatan dan 

indicator kinerja masing- masing, program. | 

Laporan sebagaimana — dimaksud | pada ayat (1), 

disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah . paling lambat 14 

(empat ' belasi hari setelah ' berakhirnya .triwulan yang 

bersangkutan. 0 

Laporan Kinerja menjadi masukan dan. bahan 

pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran 



tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang “ mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 9 Juh R024 
UPATI GORONTALO, 

NELSON ALINGO 

Diundangkan di Limboto 
pada tanggal 9 IWw 204. 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

RONI SAMPIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 224


